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Abstract—The Indonesian government has been trying to show great performance as evidenced by the ratification of various legal products. However, we don't know whether the legal products are optimal results, in terms of ruling local citizens live. To assess the quality of these legal products, we need to process the relevant government regulation data. This study aims to cluster the names/titles of local government regulations in Java. We use the data of all local government regulations regarding various aspects of community and state life originating from all JDIH sites belonging to each provincial government throughout the Java Island. The analytical method we use is clustering with K-means, provided by scikit-learn library. The output of running our source code is a number of options in grouping/categorizing local regulations, including how many categories there are and the frequency of likeliness a word to be the title or the name of a regulation. Our goal is to find out the likeliness of an aspect being regulated in each provincial government in Java. It turns out that out of 1,849 data, taxes and public services are the most discussed substances in regional regulations. Hopefully we can open up opportunities for developing government intelligence in Indonesia.
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Abstrak---Pemerintah Indonesia selama ini telah berupaya untuk menunjukkan kinerja yang dibuktikan dengan disahkannya berbagai produk hukum. Akan tetapi, kita belum mengetahui apakah produk-produk hukum tersebut merupakan hasil yang optimal dalam hal mengatur kehidupan masyarakat setempat. Kita perlu mengolah data peraturan pemerintah yang dimaksud untuk menilai kualitas produk-produk hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasterisasi nama/judul peraturan daerah di Pulau Jawa. Data yang digunakan berupa semua peraturan pemerintah daerah mengenai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang berasal dari seluruh situs JDIH milik setiap pemerintah daerah provinsi di Pulau Jawa. Metode analisa yang kami gunakan yaitu klasterisasi dengan algoritma K-means, yang telah disediakan oleh scikit-learn library. Output dari dijalankannya source code yang kami gunakan adalah beberapa opsi pengelompokan/pengkategorian peraturan daerah, mencakup berapa jumlah kategori yang ada dan intensitas sebuah kata menjadi judul atau nama sebuah peraturan. Tujuan kami yaitu kami ingin mengetahui aspek apa yang banyak diatur di dalam peraturan daerah provinsi seluruh Pulau Jawa. Ternyata dari 1.849 judul, aspek pajak dan layanan masyarakat menjadi substansi yang paling banyak dibahas di dalam peraturan-peraturan daerah. Harapannya kami dapat membuka peluang pengembangan government intelligence di Indonesia.
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I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, jelas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) [1]. Begitu banyak produk-produk hukum yang telah dibuat selama masa pemerintahan berjalan hingga sampai saat ini. Dalam menunjang negara hukum yang berdaulat, daerah diberikan hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri. Dengan hak tersebut, seluruh daerah di seluruh Indonesia bisa membuat dan merumuskan kebijakan daerahnya sendiri terkait peningkatan layanan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Kebijakan itulah yang nantinya menginisiasi dan melahirkan pembentukan peraturan daerah.

Menurut data yang dimuat di halaman awal situs jdihn.go.id, ada sekitar 155.097 produk daerah yang terdaftar dan masuk JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional). Produk daerah ini terbagi menjadi Peraturan Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan DPRD Tingkat Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, dll. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memberikan informasi berupa kumpulan peraturan dan kebijakan yang dibuat dan/atau diberlakukan di wilayah terkait. Informasi yang diperoleh dari JDIH suatu daerah mampu mengatur atau setidaknya menggambarkan tata cara kehidupan kelompok masyarakat di daerah tersebut. Penelitian sebelumnya terkait JDIH yang berhasil kami temukan melakukan analisis dampak implementasi teknologi informasi di JDIH daerah Semarang terhadap fungsinya dalam mengatur proses legislasi dan pengambilan keputusan terkait perwakilan legislasi di daerah Semarang [2].

Dari sudut pandang teknologi, saat ini sudah banyak berkembang tools atau alat bantu untuk mendapatkan informasi hasil olahan dari data berukuran besar. Salah satunya adalah library sklearn atau sckit-learn, library ini menggunakan bahasa python yang bersifat open source, library ini cukup populer dan banyak digunakan sehingga perkembangan dan kompetensinya dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, kami menilai bahwa library ini layak untuk digunakan sebagai metode klasterisasi pada penelitian ini.

Untuk melakukan klasterisasi atau pengelompokan, kami membutuhkan sebuah cara yang dapat secara otomatis mengolah data peraturan daerah di seluruh Jawa. Muncul sebuah penelitian yang berhasil menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan daerah aliran sungai. Penelitian tersebut mengklasterisasi sungai berdasarkan tingkat kekritisan lahan untuk diprioritaskan dalam upaya rehabilitasi daerah aliran sungai [3].
Dengan mempertimbangkan hasil dua penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, kami terdorong untuk melakukan analisis mengenai aspek yang sering diatur dalam produk hukum pemerintah daerah, atau lebih menjadi fokus dari peraturan daerah di seluruh provinsi di Jawa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui objek/subjek yang paling banyak diikat peraturan daerah, dengan mengkategorikan semua judul peraturan daerah berdasarkan angka kemunculan (modus). Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis topik apa di setiap klaster terkait membahas seputar dan peraturan di daerah mana di Pulau Jawa yang membahas hal terkait tersebut.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. ParseHub
Menurut Anand V. Saukar (2018), ParseHub merupakan perangkat lunak sederhana untuk digunakan di komputer, yang berfungsi mengekstrak banyak data dari suatu halaman web, dan mampu mengenali pola bagian mana dari badan halaman web yang mengandung data serupa seperti yang kita minta [4]. Singkatnya, ParseHub merupakan suatu tools web scraping.
Web Scraping adalah proses pengambilan sebuah dokumen semi terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML atau XHTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil datanya dari bagian tertentu di halaman tersebut, untuk kemudian digunakan bagi kepentingan lain [5].
B. Clustering
Analisis klaster adalah aktivitas mengidentifikasi pola (biasanya diwakili oleh vektor dalam pengukuran, atau titik yang berada di dalam ruang multidimensi) dan mengelompokkannya ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kategori tertentu [6]. Analisis klaster membagi data menjadi beberapa klaster (kelompok) yang memiliki kegunaan yang serupa, kriteria yang sama, atau keduanya. Untuk mendapatkan pengkategorian dari hasil pencarian yang baik, maka dapat diterapkan beberapa algoritma yang ada pada klasterisasi, salah satu diantaranya yaitu Suffix Tree Clustering (STC), K-Means, atau algoritma lainnya [7].
C. K-Means
K-means adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasterisasi. Tujuan menggunakan k-means adalah untuk membagi data masukan menjadi beberapa kelompok berdasarkan jarak terdekat dan optimal. Pada algoritma ini, komputer mengelompokkan sendiri data-data yang telah ter-input tanpa perlu mengetahui terlebih dulu tujuan kelasnya, oleh karena itu k-means termasuk dalam unsupervised learning [8]. 

Terdapat dua input yang diterima dalam algoritma ini, yaitu data atau objek yang ingin dikelompokkan, dan k buah kelompok/cluster tujuan yang ditentukan. Pada setiap kelompoknya, terdapat titik pusat atau yang biasa disebut sebagai centroid. Pada mulanya, algoritma akan menunjuk k buah centroid secara acak dari data yang tersedia. Selanjutnya, data lain akan dikelompokkan ke centroid-centroid tersebut. Lalu algoritma akan menghitung apakah jarak antara tiap data ke centroid-nya sudah optimal dan minim galat. Jika belum, maka algoritma akan mengulangi iterasi untuk mencari centroid baru sampai ditemukan hasil akhir berupa kelompok-kelompok data yang memiliki jarak optimal antara tiap anggota kelompoknya dengan centroid-nya.
D. Scikit-Learn
Scikit-learn atau yang biasa dikenal dengan sklearn adalah sebuah perangkat lunak open source yang biasa digunakan untuk machine learning dalam bahasa pemrograman python [9], library ini mendukung berbagai macam  algoritma seperti klasifikasi, regresi, dan clustering. Scikit-learn juga merupakan salah satu library yang paling populer di github [10].
E. JDIH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, JDIH merupakan media/sarana untuk memuat, mengakses, mengelola, dan pelayanan dokumen dan informasi hukum yang berintegritas, mudah diakses, cepat, dan tepat. Dokumen dan informasi yang dimuat di dalam JDIH berupa beberapa peraturan perundang-undangan atau produk hukum [11].
III. METODOLOGI

Kami menggunakan ParseHub untuk mengumpulkan seluruh judul peraturan daerah dari situs JDIH milik pemerintah daerah provinsi Banten, D.K.I. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebelum melakukan scraping kami memasukkan lokasi data (alamat situs web) yang akan diekstrak. Setelah itu, kami melakukan pemilihan data mana saja yang hendak diekstrak. ParseHub sendiri memiliki fitur yang akan secara otomatis menebak data lain yang serupa dengan yang kami minta, bahkan dari halaman yang berbeda sekalipun (masih pada website yang sama). Setelah selesai mengecek semua data yang kami butuhkan, kami memulai proses scraping. Saat semua data yang kami minta sudah selesai dipanen, maka selanjutnya dataset hasil web scraping tadi disimpan dalam format CSV di alamat lokal komputer kami.
Setelah dataset berhasil disimpan, kami melakukan klasterisasi dataset dengan menggunakan k-means [7]. Klasterisasi dilakukan dengan memanfaatkan library sklearn yang tersedia untuk python, dan dua tools yang ada di dalam library tersebut. Untuk mengekstrak data dalam bentuk teks, kami menggunakan tools yaitu TfidVectorizer. Sedangkan untuk mengklasterisasi dataset, kami menggunakan tools lainnya yaitu MiniBatchKmeans. Kedua tools tersebut disusun menjadi sebuah program yang membutuhkan masukan berupa kumpulan teks dataset dan stopword. Stopword yang dimaksudkan adalah daftar kata-kata yang perlu diabaikan oleh algoritma ketika sedang menjalankan analisis klasterisasi [12]. Kami melakukan perulangan proses klaterisasi hingga menemukan jumlah klaster yang optimal berdasarkan nilai error yang muncul pada setiap iterasinya.
Lebih singkatnya, gambar 1 menjabarkan langkah-langkah pengambilan dan pengolahan data dari JDIH seluruh pemerintah daerah provinsi di Pulau Jawa yang kami lakukan.
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Gambar 1. Metodologi Penelitian
Selama proses pengambilan data, kami sering mengalami kesulitan dengan ParseHub. Akibat halaman JDIH yang kami gunakan tidak menerapkan desain halaman yang konsisten,  sistem ParseHub sulit mengenali data yang serupa dengan yang kami butuhkan. Seringkali proses scraping berhenti setelah mencapai tiga halaman, karena tombol untuk menuju halaman berikutnya dikenali sebagai halaman yang sama oleh sistem ParseHub. Sehingga untuk memastikan tidak ada data yang terlewat, kami sering melakukan pengecekan secara manual. Setelah semua data berhasil terekstrak, kami mulai menjalankan algoritma K-means [12] untuk mengklasterisasi data berdasarkan kesamaan kata yang terkandung di setiap peraturan daerah. Hasil clustering tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam bentuk grafik batang, supaya lebih memudahkan dalam menarik kesimpulan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari proses scraping keenam situs JDIH provinsi, kami memperoleh total sebanyak 1.849 judul peraturan daerah. Setelah berulang kali menjalankan algoritma klasterisasi K-Means, kami menentukan jumlah k dengan melihat nilai error yang terkecil. Tabel 1 menunjukkan hasil klasterisasi beserta kesimpulan mengenai aspek yang dicakup oleh setiap klaster. Untuk detail persebaran peraturan daerah di setiap klasternya, dapat dilihat pada Tabel 2.
TABEL I.  Hasil Clustering dengan Algoritma K-Means
	Cluster
	Tentang
	Kata Teratas
	Jumlah

	Cluster 0 
	 Pendirian dan penetapan modal badan usaha milik daerah
	Perusahaan; Bentuk; Pendirian; Hukum; Modal; Pasar; Penyertaan; Kredit; Jaya; Badan
	85

	Cluster 1
	Pajak dan layanan masyarakat
	Pajak; Retribusi; Modal; Pemerintah; Kendaraan; Pelayanan; Penyertaan; Bermotor; Kesehatan; Umum
	890

	Cluster 2 
	Pembentukan dan tata kerja organisasi
	Pembentukan; Susunan; Organisasi; Tata; Kerjanas; Perangkat; Kerja; Badan; Kantor; Pertanian
	100

	Cluster 3
	Penetapan APBD dan pertanggung-jawaban
	Anggaran; Belanja; Pendapatan; Perhitungan; Sisa; Pertanggungban; Pelaksanaan; Angggaran; Pendapatan; Tlngkat
	244

	Cluster 4
	Badan usaha kecil dan menengah
	Usaha; Milik; Badan; Kecil; Perizinan; Retribusi; Perikanan; Mikro; Menengah; Pemberdayaan
	64

	Cluster 5
	Pengelolaan aset milik daerah
	Pengelolaan; Air; Barang; Keuangan; Milik; Tanah; Pokok; Pengambilan; Permukaan; Pemanfaatan
	121

	Cluster 6
	Penyelenggaraan pelayanan publik
	Penyelenggaraan; Perhubungan; Pendidikan; Kearsipan; Kesehatan; Keolahragaan; Ketenagakerjaan; Perlindungan; Kependudukan; Administrasi
	134

	Cluster 7
	Pemasukan daerah
	Praja; Pasar; Tarip; Penjelasan; Bea; Penjualan; Retribusi; Biaya; Tambahan; Pemerintah
	64

	Cluster 8
	Pembangunan daerah
	Pembangunan; Rencana; Jangka; Menengah; Dasar; Pola; Panjang; Induk; Kepariwisataan; Tbk
	83

	Cluster 9
	Lembaga pemerintahan daerah
	Organisasi; Tata; Kerja; Sekretariat; Lembaga; Dewan; Perwakilan; Kerjanas; Pembentukan; Susunan
	64


Pada Tabel 1 didapatkan hasil pengelompokan data berdasarkan keterkaitan kata yang terkandung di dalam peraturan daerah yang tersebar di keenam provinsi. Algoritma menunjukkan 10 kata yang paling sering disebutkan dan memiliki kemiripan.
TABEL II.  Persebaran Peraturan Daerah Pada Setiap Cluster
	Cluster
	Jumlah
	Provinsi 
Mayoritas

	
	Jatim
	Jateng
	DIY
	Jabar
	DKI
	Banten
	

	0
	29
	9
	15
	16
	11
	5
	Jatim

	1
	279
	86
	237
	138
	84
	66
	Jatim

	2
	13
	4
	65
	6
	6
	6
	DIY

	3
	72
	12
	105
	5
	45
	5
	DIY

	4
	14
	6
	17
	13
	9
	5
	DIY

	5
	31
	21
	15
	30
	10
	14
	Jatim

	6
	20
	28
	24
	36
	4
	22
	Jabar

	7
	4
	0
	58
	1
	1
	0
	DIY

	8
	20
	13
	14
	17
	9
	10
	Jatim

	9
	20
	7
	16
	14
	3
	4
	Jatim

	Total
	502
	186
	566
	276
	182
	137
	1.849


Kami menganalisis klaster akhir dari setiap peraturan daerah, untuk melihat persebaran tiap daerah di dalam masing-masing klaster. Dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dimuat di situs JDIH, DI Yogyakarta menunjukkan angka paling banyak (566 peraturan daerah). Disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Fenomena ini dapat dilihat dari nama provinsi yang mengisi kolom paling kanan di tabel 2. Banyak nama Jawa Timur dan DI Yogyakarta di hampir semua klaster, kecuali klaster 6 yang lebih banyak dicakup oleh peraturan daerah Jawa Barat. Secara persentase, klaster 1 terlihat menjadi prioritas tiap daerah. Terutama bagi Jawa Timur (55,58%) dan Jawa Barat (50%). Setelah itu klaster 3 dengan 244 peraturan daerah di dalamnya menjadi klaster kedua yang paling diperhatikan oleh daerah, terutama untuk DKI Jakarta (24,73%) dan DI Yogyakarta (18,55%). Di sisi lain, aspek badan usaha kecil dan menengah (klaster 4), pemasukan daerah (klaster 7), dan lembaga pemerintahan daerah (klaster 9) menjadi aspek yang paling sedikit dicakup oleh peraturan daerah (masing-masing total 64 peraturan daerah di ketiga klaster).
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Gambar 2. Grafik Klasterisasi Peraturan Daerah
Kami mencoba memvisualisasikan tabel 1 menjadi histogram. Pada gambar 2, kita bisa melihat aspek pajak dan layanan masyarakat adalah aspek yang paling banyak diatur atau tertuang dalam peraturan daerah di keenam provinsi di Pulau Jawa.
V. KESIMPULAN
Produk hukum berupa peraturan daerah yang berlaku di seluruh Pulau Jawa memiliki berbagai macam substansi. Dari hasil klasterisasi total 1.849 peraturan daerah, disimpulkan bahwa error paling kecil adalah dengan membaginya menjadi 10 cluster. Dari kesepuluh cluster, dapat dilihat bahwa aspek pajak dan layanan masyarakat menjadi fokus peraturan daerah, terutama di Jawa Timur.
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